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ABSTRAK 
DEWA HADI KHALFIHIM. (B 111 11 907). Dengan judul 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Di Kabupaten 
Maros”, Di bawah bimbingan dan arahan Bapak Muhadar selaku 
Pembimbing I dan Ibu Wiwie Heryani selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya praktik prostitusi dan untuk mengetahui upaya penanggulangan 
praktik prostitusi di Kabupaten Maros. 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) 
dan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di 
Polres Maros dengan mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang 
dilakukan untuk menanggulangi praktik prostitusi. Selain itu penulis juga 
langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan 
praktik prostitusi yaitu mucikari dan PSK. 
Hasil penelitian yang diperoleh penulis, antara lain: 1. Faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Maros 
adalah faktor ekonomi, lingkungan dan sakit hati. 2. Upaya yang dilakukan 
dalam menanggulangi praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya 
represif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya 
berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Manusia dalam 
kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia 
merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia 
memiliki langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam 
usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya terkadang akan 
menuntut wanita harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang 
dapat menambah penghasilan keluarga.  
Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah 
karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan 
yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak 
adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari 
jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan 
pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan 
hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia 
pelacuran. 
Fenomena praktik pelacuran merupakan masalah sosial yang 
sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan 
diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran 
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adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan 
sosial, moral, etika bahkan agama.  
Norma hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu 
agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat. Untuk menunjang 
tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan aturan hukum yang mengakomodir 
kepentingan masyarakat dalam menata kehidupan sosialnya. Aturan 
hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat merupakan 
manifestasi perasaan hukum masyarakat yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat (Living Law). Dalam tatanan tersebut hukum positif 
akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan dan atau selaras 
dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. 
Pandangan hukum pidana dengan hukum adat (Living Law) atau 
hukum yang hidup dalam masyarakat menimbulkan persoalan pelik 
terhadap ditetapkannya sifat melanggar hukum suatu perbuatan 
(Waderrechtelijkheid). Adakalanya pandangan hukum pidana tidak sinkron 
dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, artinya bahwa 
suatu perbuatan menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat 
dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum. Oleh 
karena itu harus dihukum, akan tetapi menurut hukum pidana, tidak 
dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum (aturan - aturan 
hukum pidana). Ataupun sebaliknya suatu perbuatan yang dipandang 
sebagai perbuatan yang tidak melanggar norma berlaku dalam 
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masyarakat, tetapi dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, 
rnenurut hukum pidana. 
Contoh konkret pertentangan pandangan di atas adalah perbuatan 
untuk melacurkan diri (Prostitusi). Bila diperhatikan pasal demi pasal 
dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai 
prostitusi. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang prostitusi, 
maka perbuatan melacurkan diri seorang wanita pelacur tidak dianggap 
sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana. 
Bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu 
perundang - undangan yang berlaku berarti tidak dianggap sebagai 
kejahatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang 
menganut azas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenale, 
yang inti pokoknya menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang 
dapat dihukum, jika ketentuan dalam undang-undang tidak ada terlebih 
dahulu. Didasarkan sampai hari ini, di Indonesia yang melarang menjual 
jasa seks atau melakukan aktifitas lain yang sejenis. Hukum pidana hanya 
melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks 
secara illegal seperti yang tertera di dalam KUHP Pasal 296, 297, dan 
506. KUHP juga melarang perdagangan wanita dibawah umur. 
Jadi berdasarkan pasal - pasal tersebut, pada hakekatnya prostitusi tidak 
dianggap sebagai kegiatan yang dilarang rnenurut KUHP Indonesia, tetapi 
bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat, maka prostitusi 
merupakan pelanggaran norma – norma sosial. Berbicara soal prostitusi 
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seperti halnya mengungkapkan masalah yang paling klasik di bumi ini, 
masalah tersebut memang telah lama berakar dalam peradaban manusia 
namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas, sulit ditentukan 
secara pasti kapan munculnya profesi ini, namun bisa dikatakan sejak 
adanya norma perkawinan, konon bersamaan itu pula lahirlah apa yang 
disebut prostitusi. Sebab prostitusi dianggap salah satu penyimpangan 
dari norma perkawinan dalam masyarakat.  
Masalah prostitusi yang seringkali dibaca di beberapa media baik cetak 
maupun elektronik merupakan suatu bukti alasan penanggulangannya 
namun prostitusi tersebut tidak memperliihatkan tendensi menurun. 
Hingga kini hampir semua Ibukota provinsi di Indonesia dapat dijumpai 
rumah - rumah bordil yang menampung puluhan sampai dengan ratusan 
wanita prostitusi, bahkan beberapa. Kota terpencil, wanita - wanita pelacur 
biasanya dikoordinir oleh germo untuk melakukan pekerjaannya. Melihat 
kenyataan tersebut pihak yang berkomponen sebenarnya tidak tinggal 
diam, pihak kepolisian sering mengadakan razia terhadap wanita pelacur 
bahkan sering melakukan penangkapan dan penahanan, serta pihak 
Dinas Sosial telah berulang kali mengadakan rehabilitasi dan memberikan 
kursus - kursus terhadap wanita prostitusi, pemerintah kota telah 
mengeluarkan peraturan – peraturan dan mengambi! kebijaksanaan, 
namun hasilnya masih jauh dari harapan.  
Keadaan menjadi ironis karena justru terjadi di masyarakat Indonesia yang 
menjunjung tinggi nilai - nilai moral sebagaimana yang tertuang dalam sila 
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- sila Pancaslla. Di setiap tempat pijat dan spa, wanita yang bertugas 
melayani lelaki hidung belang tidak langsung menawari peianggannya 
melakukan seks. Namun dahulu memberikan ransangan sehingga 
membuat pelanggan yang meminta memberikan layanan plus. 
Prostitusi adalah gejala sosial yang tumbuh dan berkembang sejak 
lama dan salah satu dari sekian profesi tertua di dunia. Di Indonesia 
prostitusi sudah dikenal di hampir semua kota besar bahkan daerah 
seiring dengan perkembangan masyarakat dan merupakan bagian dari 
dinamika pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Seperti halnya daerah 
lain di Indonesia, Kabupaten Maros juga memiliki tempat - tempat yang 
merupakan lokasi prostitusi.  
 
Dari uraian - uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
tindakan atau praktik - praktik prostitusi yang banyak sekali terjadi dalam 
masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan kriminalitas dan dapat pula 
dipandang sebagai hal yang bukan merupakan kejahatan khususnya jika 
dipandang dari sudut undang - undang hukum pidana terlihat sehingga 
saat ini belum terdapat pasal - pasal yang mengatur mengenai prostitusi. 
Sebenarnya kehadiran praktik prostitusi yang dilakukan sangat 
meresahkan masyarakat, hanya saja praktik itu berlanjut dan terus 
terabaikan. Berdasarkan informasi yang beredar yang didukung oleh 
media cetak dan elektronik, maka tidak sulit bagi penulis untuk 
menemukan tempat - tempat prostitusi di Kabupaten Maros, penulis 
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memandang periu untuk mengkaji dan meneliti perkembangan praktik 
prostitusi di Kabupaten Maros. 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi di 
Kabupaten Maros? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan praktik prostitusi di 
Kabupaten Maros? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian mengenai tinjauan kriminologis terhadap praktik 
prostitusi di Kabupaten Maros bertujuan: 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi 
di Kabupaten Maros; 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan praktik prostitusi di 
Kabupaten Maros. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 
perbendaharaan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu 
hukum pidana di Indonesia dan secara khusus untuk 
menanggulangi terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Maros; 
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 
informasi dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan. 
3. Sebagai sumber ilmu pengetahuan baru bagi penulis sendiri.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 
1. Pengertian  Kriminologi 
Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 
memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, 
sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi 
kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. 
Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime 
berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga 
kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari anthropolog Perancis 
bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan 
yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi. 
M.A.W Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. 
M.A.W, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni 
yang mencakup:1 
                                                          
1 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Jakarta: PT Rajawali Press, 
hlm. 9-10. 
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a. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban 
atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai 
tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya;  
b. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab 
dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab 
kejahatan dalam masyarakat;  
c. Psikologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya; 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; 
e. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.  
 
Rumusan Kriminologi menurut Wolf Gang Savitr dan Jhonston adalah 
sebagai berikut:2  
“Kriminologi adalah suatu ilmu yang mengunakan metode ilmiah 
dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, 
keseragaman, pola – pola dan faktor sebab musahab yang 
berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial 
terhadap keduanya.” 
 
                                                          
2 B. Simanjuntak, 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, 
hlm. 5. 
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Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan 
bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan 
sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi 
mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan 
reaksi atas pelanggaran hukum.3 Dan dalam hubungan ini kriminologi 
dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:4  
a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi – kondisi 
berkembangnya hukum pidana; 
b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah 
mengenai sebab-sebab kejahatan; 
c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.  
 
 Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada 
dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang 
mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan 
kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang 
mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat 
“interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, 
melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan 
interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap 
                                                          
3 Mulyana W. Kusumah, 1981, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, 
Bandung: Alumni, hlm.3. 
4 Ibid, hlm.3 – 4. 
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suatu objek yang sama, yakni kejahatan.5 Van Bemmele tanpa 
mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi 
sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin 
lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya 
yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan 
kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain 
tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.6 
Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan 
penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi 
merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu 
pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek 
pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-
disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang 
luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.7 Kriminologi dengan 
cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan; b. penyebab 
melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; d. cara-cara 
menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.8 
Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan 
bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:9 
                                                          
5 Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 
hlm.15. 
6 Ibid. 
7 Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 
hlm.14. 
8 Ibid, hlm. 2. 
9 Topo Santoso dan Eva Achjani, Op. Cit., hlm. 35. 
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a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan 
yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan 
serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik; 
b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk 
meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh 
menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum; 
c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil 
terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian 
ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya 
tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri 
berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan 
kejahatan.  
 
Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana 
kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada 
dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Teguh Prasetyo 
mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang 
bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah 
“kenyataan”.10  
Selain penjelasan di atas, beberapa definisi mengenai kriminologi yang 
dinyatakan oleh sarjana-sarjana terkenal lainnya ialah:11  
                                                          
10 Teguh Prasetyo, Loc. Cit. 
11 Kartini Kartono, 2003, Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, hlm.134. 
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a. Mr. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas 
kejahatan sebagai masalah manusia; 
b. J. Constant menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris, 
bertujuan menentukan faktor – faktor sosiologis, ekonomis, dan 
individual; 
c. W. Sauer menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan 
mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa; 
objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan 
perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan 
bangsa-bangsa; 
d. S. Seelig mengemukakan bahwa kriminologi adalah ajaran tentang 
gejala-gejala kongkrit yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai 
kejahatan. 
 
Definisi-definisi kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli 
didalam buku Kriminologi L. Moeljatno12 ialah:  
a. Stephan Hurwitz, kriminologi dianggap bagian dari criminal science 
yang dengan penelitian-penelitian empiris berusaha member 
gambaran tentang fakta-fakta kriminalitas (etiologi kriminalitas); 
                                                          
12 L. Moeljatno, 1982, Kriminologi, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm.3. 
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b. Thrsten Sellin, kriminologi dipakai untuk menggambarkan tentang 
ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara 
menanggulanginya (treatment);  
c. Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan dan tentang kelakuan jelek serta tentang orang 
tersangkut pada kejahatan.  
 
2. Pembagian Kriminologi 
Menurut  A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan 
besar, yaitu:13 
a. Kriminologi Teoritis 
 Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang 
pengetahuan.Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya 
mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang 
pengetahuan tersebut,terdiri atas: 
1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mepelajari 
tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang 
penjahat. Misalnya: menurut C. Lamboroso ciri seseorang 
penjahat diantaranya tengkoraknya panjang rambutnya lebat, 
tulang plipisnya menonjol keluar, dahinya mencong,dan 
seterusnya; 
                                                          
13 A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi 
Books, hlm.4-7. 
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2) Sosiologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial, yang termasuk didalam 
kategori sosiologi kriminal adalah: 
a) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mepelajari tentang sebab-
sebab timbulnya suatu kejahatan; 
b) Geografis, yaitu ilmu yang mepelajari pengaruh timbal 
balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan; 
c) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan 
timbal balik anatara cuaca dan kejahatan. 
3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa, yang termasuk dalam golongan 
ini adalah: 
a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
golongan-golongan penjahat; 
b) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial. 
4) Psikologi dan Neuro Phatology Kriminal, yaitu ilmu yang 
pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa 
gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih 
dirawat dirumah sakit jiwa,seperti : Rumah Sakit jiwa Dadi 
Makassar; 
5) Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah,arti dan faedah hukum. 
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b. Kriminologi Praktis, yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang-
cabang dari kriminologi praktis ini adalah: 
1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha 
untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan; 
2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bagimakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-
baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan 
lagi; 
3) Kriminalistik (polisi scientific), yaitu Ilmu tentang penyidikan 
teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 
 
3. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut  A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi 
tiga hal pokok,yaitu:14 
a. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, 
relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan 
statistik kejahatan; 
                                                          
14 Ibid, hlm. 2-3. 
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b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas 
dalam etiologi criminal (breaking of laws). Meliputi aliran-aliran 
(mahzab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi dan berbagai 
perspektif kriminologi; 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam 
bagian ketiga adalah perlakuan  terhadap pelanggar-pelanggar 
hukum (Reacting Toward the Breaking laws). Meliputi: 
1) Teori-teori penghukuman; 
2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan 
rehabilitative. 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari 
tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, 
yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. 
Dan yang ketiga bagimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap 
gejala-gejala timbul dalam masyarat. 
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4. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi 
Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran 
pemikiraan dari kriminologi itu sendiri menurut I.S.Susanto adalah cara 
(pandang acuan perspektif,paradigma) yang digunakan oleh para 
krminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan 
fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk 
menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik,positivis, dan 
kritis, yaitu: 
a. Kriminologi Klasik 
Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang 
menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang 
fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan 
perilaku manusia,baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka 
masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan fola yang 
dikehendakinya.Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, 
baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan 
penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum,artinya kejahatan 
adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana,sedangkan 
penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan,kejahatan dipandang 
sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya 
melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh 
masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat 
kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar 
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dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh 
dari melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi 
adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan 
meminimalkan tindak kejahatan. 
b. Kriminologi Positivis 
Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia 
dibentuk oleh faktor-faktor diluar kontrolnya,baik yang berupa faktor 
biologis merupakan kultural.ini berarti bahwa manusia bukan mahluk yang 
bebas untuk berbuat menuruti dorongan kehendaknya dan 
intelegensinya,akan tetapi mahluk yang dibatasi atau ditentukan oleh 
situasi biologis atau kulturalnya. 
Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk 
menganalisis sebab-sebab perilaku  kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri 
penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi 
positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan 
batasan undang-undang,akibatnya mereka cenderung untuk memberikan 
batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan 
terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri dari pada  perilaku yang didefinisikan 
oleh undang-undang. 
c. Kriminologi Kritis 
Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-
persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan 
tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh 
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manusia dalam membangun duniahnya dimana dia hidup. Dengan 
demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang 
mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada orang-orang dan 
tidakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi 
1. Pengertian Prostitusi 
Sebelum membahas lebih jauh tentang prostitusi, terlebih dahulu harus 
dipahami apa sebenarnya pengertian dari pelacur. Berdasarkan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pelacur berkata dasar “lacur” yang 
berarti malang, celaka, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata lacur bahkan juga 
memiliki arti buruk, pelacur melacur di tempat-tempat pelacuran.15 
Sedangkan menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar yang dimaksudkan 
pelacuran adalah perbuatan atau praktik seorang perempuan yang jalang, 
liar, nakal, pelanggar norma susila yang menginginkan lelaki melakukan 
hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran.16 
Pelacuran sering disebut sebagai prostitusi (dari bahasa Latin 
Prostituere atau Prostauree) misalnya berarti membiarkan diri berbuat 
zinah, melakukan persundalan pencabulan dan pengendakan. Sejalan 
dengan itu pula, Iwan Bloch berpendapat bahwa pelacuran adalah suatu 
bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, 
yakni kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan bayaran 
                                                          
15 Koenjoro, 2004, Tutur dari Seorang Pelacur, Cet.1, Yogyakarta: Tinta, hlm. 26. 
16 Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985, Dolly Membedah Dunia Pelacuran 
Surabaya, Surabaya: Graffiti Pers, hlm. 10. 
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baik untuk persebadanan maupun kegiatan seks lainnya yang memberi 
kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Sementara itu, 
Commenge mengatakan bahwa: 
Prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatan seorang wanita 
memperdagangkan atau menjual tubuhnya yang dilakukan untuk 
memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut 
tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari 
perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak.17 
  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang 
berlaku saat ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas, 
hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari orang lain yang 
menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal 
dengan istilah Germo dan diatur dalam Pasal 297 KUHP, yaitu: 
Perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun.18  
Demikianlah beberapa perumusan tentang pelacuran di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, 
penjaja seks, pekerja seks komersial atau persundalan adalah peristiwa 
penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) 
dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu 
seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan. 
 
 
                                                          
17 Soedjono D, 1977, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam 
Mayarakat, Bandung: PT Karya Nusantara, hlm. 17. 
18  Lihat Pasal 297 KUHP. 
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2. Sejarah Singkat Perkembangan Prostitusi di Indonesia 
Sejarah perkembangan prostitusi di Indonesia terbagi atas tiga tahap 
perkembangan, yang pertama adalah perkembangan prostitusi pada 
masa kerajaan, diikuti dengan perkembangan prostitusi pada zaman 
penjajahan dan perkembangan prostitusi setelah Indonesia merdeka. 
a. Perkembangan Prostitusi pada Masa Kerajaan 
Asal mula prostitusi modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali 
hingga ke masa kerajaan Jawa dimana perdagangan pada saat itu 
merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintah feodal. Dua 
kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri pada tahun 1755 
ketika kerajaan Mataram terbagi dua menjadi Kesultanan Surakarta dan 
Kesultanan Jogjakarta. Mataram merupakan kerajaan Islam Jawa yang 
terletak di sebelah selatan Jawa Tengah. Pada masa konsep kekuasaan 
seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung san 
mulia (bintara). Kekuasaan raja Mataram sangat besar, mereka dianggap 
menguasai segalanya, tidak hanya tanah dan harta benda, tetapi juga 
nyawa hamba sahaja mereka. Anggapan ini apabila dikaitkan dengan 
eksistensi perempuan saat itu mempunyai arti tersendiri.19 
Kekuasaan raja yang tidak terbatas ini terlihat dari banyaknya selir 
yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri 
bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. 
Sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang 
                                                          
19 Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan 
perkembangannya, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hlm. 1-3  
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berada di lingkungan luar kerajaan dengan maksud agar keluarga tersebut 
mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana. 
Sebagai selir raja ini dapat meningkatkan statusnya karena anak-anak 
raja. Perempuan yang menjadi selir tersebut berasal dari daerah tertentu 
yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Dari 
hasil penelitian Koentjoro mengidentifikasikan 11 Kabupaten di Jawa yang 
dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan, dan 
sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pelacur 
untuk daerah kota. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, 
Karawang dan Kuningan di Jawa Barat, Pati, Jepara, Grobogan dan 
Wonogiri di Jawa Tengah, serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan 
Lamongan di Jawa Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu 
terkenal sebagai sumber pelacur dan menurut sejarah daerah ini 
merupakan salah satu sumber perempuan muda untuk dikirim ke istana 
Cirebon sebagai selir.20 
Makin banyak selir yang dipelihara bertambah kuat posisi raja di mata 
masyarakat. Dari sisi ketangguhan fisik mengambil banyak selir berarti 
mempercepat proses reproduksi kekuasaan para raja dan kaum 
bangsawan dalam masyarakat yang mempunyai selir. Oleh karena itu, 
status perempuan pada zaman kerajaan Mataram adalah sebagai upeti 
(barang hantaran) dan sebagai selir.21 
 
                                                          
20 Ibid, hlm. 7 
21 Ibid, hlm. 4 
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b. Perkembangan Prostitusi Selama Masa Penjajahan 
Perkembangan prostitusi pada masa penjajahan dikelompokkan 
menjadi dua bagian, yaitu: 
1) Perkembangan Prostitusi selama Masa Penjajahan Belanda 
Bentuk industri yang terorganisir berkembang pesat dapa periode 
penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem 
perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi 
kebutuhan pemuas seks masyarakat Eropa. Umumnya aktivitas ini 
berkembang di daerah sekitar pelabuhan Nusantara ini. Pemuas seks 
untuk para serdadu, pedagang dan para utusan menjadi isu utama dalam 
pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara. Situasi pada masa 
kolonial tersebut membuat sakit hati perempuan Indonesia, karena telah 
menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara 
hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat, dan dirugikan dari 
segi kesejahteraan sosial.22 
Menurut Endang Sulistyaningsih menyatakan bahwa sekitar tahun 
1600-an pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keluarga 
memeluk agama Kristen memperkerjakan wanita pribumi sebagai 
pembantu rumah tangga dan melarang setiap orang mengundang 
                                                          
22 Ibid, hlm.3 
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perempuan baik-baik untuk berzinah. Pada aturan tersebut tidak 
dijelaskan apa yang dimaskud perempuan baik-baik.23 
Tahun 1853 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang 
menyetujui komersialisasi industri seks tetapi dengan serangkaian aturan 
untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas 
prostitusi ini. Kerangka hukum tersebut masih berlaku hingga sekarang. 
Meskipun istilah yang digunakan berbeda tetapi telah memberikan 
kontribusi bagi penelaah industri seks yang berkaitan dengan karakteristik 
dan dialek yang digunakan saat ini. Apa yang digunakan sebagai wanita 
tuna susila sekarang ini, pada waktu itu disebut sebagai wanita public 
menurut aturan yang dikeluarkan tahun 1852.24 
Dua dekade kemudian, tanggung jawab pengawasan rumah bordil 
dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setempat. 
Berkaitan dengan aktivitas industri seks ini, penyakit kelamin merupakan 
persoalan yang serius dan paling mengkhawatirkan pemerintah daerah. 
Tetapi terbatas tenaga medis dan terbatasnya alternative cara 
pencegahan membuat upaya mengurangi penyebaran penyakit tersebut 
menjadi sia-sia.25 
Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini 
menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan pemukiman membuat 
sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Di 
                                                          
23 Endang Sulistyaningsih, 1997, Sejarah dan Perkembangan Prostitusi di Indonesia, 
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 3. 
24 Ibid, hlm. 5 
25 Ibid, hlm. 7 
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Surabaya misalnya, pemerintah daerah telah menetapkan tiga daerah 
lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas 
prostitusi dan penyebaran penyakit kelamin. Selain itu para perempuan 
penjaja cinta dilarang beroperasi di luar lokalisasi tersebut.26 
Pada tahun 1875, Pemerintah Batavia (kini Jakarta) mengeluarkan 
peraturan berkenaan dengan pemeliharaan kesehatan. Peraturan tersebut 
menyebutkan antara lain bahwa petugas kesehatan bertanggung jawab 
untuk memelihara kesehatan para wanita publik. Para petugas kesehatan 
ini pada peringkat III (tidak setara dengan eselon III zaman sekarang yaitu 
kepala Biro pada organisasi pemerintah) mempunyai kewajiban untuk 
mengunjungi dan memeriksa wanita publik pada setiap hari Sabtu pagi. 
Sedangkan para petugas pada peringkat lebih tinggi (peringkat II) 
bertanggung jawab untuk mengatur wadah yang diperuntukkan bagi 
wanita, umumnya yang sakit dan perawatan lebih lanjut.27 
Berdasarkan laporan pada umumnya, meskipun telah banyak 
dikeluarkan peraturan, aktivitas prostitusi tetap saja meningkat secara 
drastic pada abadke-19, terutama setelah diadakannya pembenahan 
hukum agrarian pada tahun 1870, dimana pada saat itu perekonomian 
negara jajahan terbuka bagi para penanam modal asing. Pertumbuhan 
gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendirian perkebunan-perkebunan 
di Sumatera dan pembangunan jalan raya dan jalur kereta api, telah 
                                                          
26 Astry Sandra Amalia, 2013, Dampak Lokalisasi Kompleks Pekerja Seks Komersial 
(PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar, eJournal Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, Volume 1, Nomor 2, hlm. 474-475 
27 Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., Op.cit., hlm. 13. 
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merangsang terjadinya migrasi tenanga kerja laki-laki secara besar-
besaran. Sebagian dari pekerja tersebut adalah bujangan yang 
menciptakan pemerintah terhadap aktivitas prostitusi.  
Menurut Ingleson menyatakan bahwa selama pembangunan kereta 
api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperi Batavia, Bogor, 
Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta dan Surabaya pada tahun 1884, 
tidak hanya aktivitas prostitusi saja yang timbul untuk melayani para 
pekerja bangunan di setiap tempat-tempat penginapan dan fasilitas 
lainnya.28 Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa banyak kompleks 
prostitusi yang tumbuh di stasiun kereta api hampir di setiap kota. Dari 
sekian banyaknya aktivitas prostitusi yang terbesar adalah aktivitas 
prostitusi di Surabaya. 
Sejarah industri seks di Surabaya sangat unik. Sebagai kota 
terbesar kedua setelah Jakarta, dan sebagai jalur perdagangan utama di 
Industri utama di Indonesia Timur, Surabaya pada saat penjajahan 
Belanda berkembang di kota ini, pada abad ke-19 Surabaya menjadi 
terkenal karena aktivitas prostitusinya. Kondisi tersebut banyak kapal 
barang dan kapal yang memasuki pelabuhan dengan segera dikelilingi 
perahu-perahu kecil berisi para pelacur setempat yang mencari pelanggan 
baru. Hingga pertengahan abad ke-19 para pelacur diizinkan naik ke kapal 
angkatan laut dengan pertimbangan bahwa lebih baik mengawasi awak 
yang mempunyai aktivitas pribadi di dalam kapal daripada membiarkan 
                                                          
28 Endang Sulistyaningsih, Op.cit., hlm. 7. 
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mereka berkeliaran dalam kota untuk mencari perempuan penghibur 
tersebut.29 
Menurut catatan resmi sejarah Kota Surabaya, dinyatakan bahwa 
tahun 1964 terdapat 228 pelacur di bawah pengawasan 18 pemilik rumah 
bordil. Akan tetapi meragukan data jumlah pelacur tersebut. Karena 
dianggap terlalu sedikit dan mungkin hanya menunjukkan banyaknya 
pekerja seks yang terdaftar secara resmi. Dalam tulisannya Simons 
membagi konsep prostitusi di Indonesia selama masa penjajahan Belanda 
dalam delapan kategori sebagai berikut:30 
a) Pelacur yang mangkal di kedai-kedai pasar kecil sekitar 
pelabuhan dan kota pelabuhan itu sendiri; 
b) Pelacur yang beroperasi di jalanan, berasal dari kampung-
kampung setempat; 
c) Rumah-rumah bordil di pusat kota milik orang Cina dan Jepang; 
d) Lokalisasi rumah-rumah bordil di kampong pinggiran kota; 
e) Jasa pelayanan seks terselubung yang dilakukan oleh para 
nyonya (ibu rumah tangga); 
f) Pelacur negara Eropa yang terorganisir di lokalisasi tertentu; 
g) Pelacur homo seksual dan pejantan; 
h) Perkembangan prostitusi selama masa penjajahan Jepang. 
 
2) Perkembangan Prostitusi Selama Masa Penjajahan Jepang 
Komersialisasi seks di Indonesia terus berkembang selama 
pendudukan Jepang antara tahun 1941 hingga tahun 1945. Wanita yang 
telah bekerja sebagai perempuan penghibur dikumpulkan dan setelah 
menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagian dari mereka ditempatkan di 
rumah - rumah bordil untuk melayani para prajurit Jepang, sementara 
yang lainnya tetap beroprasi di tempat lainnya. 
                                                          
29 Astry Sandra Amalia, Op.cit., hlm. 474. 
30 Ibid, hlm. 475. 
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Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan dewasa dan 
anak - anak sekolah yang tertipu atau dipaksa memasuki dunia prostitusi. 
Bangsa Jepang menawarkan pendidikan dan kehidupan yang baik di 
Tokyo atau di kota - kota besar di Indonesia lainnya kepada sejumlah 
pelajar perempuan. Banyak calon yang berparas menarik dan cerdas dari 
keluarga kalarigarl atas untuk mencoba tawaran pihak Jepang ini. Kondisi 
para perempuan pekerja seks selama masa penjajahan Belanda sangat 
berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi kelompok yang sama 
zaman Jepang. Sebuah dokumen yang dikumpulkan majalah mingguan 
tempo menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi pelacur pada kedua 
masa penajajahan itu, umumnya lebih menyukai kehidupan yang tentram 
pada masa penjajahan Belanda, karena pada masa banyak sinyo yang 
memberi mereka hadiah berupa pakaian, perhiasan bahkan tempat 
tinggal. Sebaliknya pada masa pendudukan Jepang pekerjaan mereka 
terasa sulit.31 
c. Perkembangan Prostitusi Setelah Indonesia Merdeka 
Pada akhir tahun 1940-an, penduduk Indonesia yang baru merdeka 
terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian besar tinggal di daerah 
pedesaan. Pada tahun 1950-an situasi perekonomian Indonesia ditandai 
dengan banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Umunya rumah 
tangga di pedesaan mengandalkan kehidupan dari berbagai sumber 
pendapatan. Strategi untuk dapat bertahan hidup bagi rumah tangga di 
                                                          
31 Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., Op.cit., hlm. 15. 
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pedesaan terutama bagi keluarga untuk bekerja di luar sektor pertanian, 
paling tidak sebagai pekerja paruh waktu. Karena terbatasnya 
kesempatan kerja dan persaingan yang ketat di daerah pedesaan, banyak 
perempuan muda dari keluarga miskin yang berimigrasi ke kota.32 
Pada tahun 1960-an dan di awal 1970-an, besarnya arus perpindahan 
penduduk dari desa ke kota meningkatkan jumlah tenaga kerja wanita 
yang mencari pekerjaan sebagai pekerjaan upahan di sektor forma!. 
Penlngkatan jumlah pendudukan wanita yang berimigrasi ke kota - kota 
besar menyebabkan persaingan di antara mereka, dan persaingan 
dengan tenaga laki - laki. Kebanyakan para wanita yang melakukan 
migrasi itu masih muda, tidak berpengalaman, tingkat pendidikan rendah 
dan keterampilan yang terbatas.  
Oleh sebab itu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan 
pekerjaan rendah dan penghasilan yang rendah pula. Jenis pekerjaan 
yang dikerjakan oleh keiompok ini adalah pekerja sektor informal, sebagai 
pedagang kecil, pembantu rumah tangga dan sebagai pelacur (WTS). 
Menurut faktor lain yang mendorong para wanita muda masuk ke dunia 
prostitusi adalah tingginya angka tingkat perceraian terutama dikalangan 
keluarga jawa.  
Pada tahun 1950-an, tingkat perceraian di jawa barat mencapai angka 
tertinggi di dunia, Jawa Timur dan Jawa Tengah lebih rendah. Industri 
seks di Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan 
                                                          
32 Ibid, hlm. 19. 
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meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat 
dan tantangan yang dihadapi, hingga kini lokasi tempat kerja industri seks 
yaitu kompleks prostitusi, tempat perempuan panggilannya, panti pijat, 
semakin berkembang dan banyak ditemukan di Kota - Kota di Indonesia.33 
3. Jenis-Jenis Prostitusi 
Aktivitas prostitusi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:34 
a. Prostitusi yang terdaftar 
Pada umumnya mereka di lokalisasi dalam suatu daerah tertentu. 
Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau 
petugas kesehatan dan keamanan umum. Pelakunya diawasi oleh 
kepolisian yang bekerjasama dengan jawatan sosial dan jawatan 
kesehatan. Namun kenyataan cara ini tidak efisien karena kenyataannya 
tidak adanya kerja sama antara pelacur dengan petugas kesehatan. 
b. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi 
Mereka yang melakukan prostitusi secara gelap - gelapan dan liar, 
baik secara perorangan maupun dalam keiompok. Perbuatannya tidak 
terorganisasi dan tempatnya pun tidak tertentu. Sehingga kesehatannya 
sangat dirugikan. 
4. Tipe-tipe Pelacur 
Reekless membeda-bedakan pelacur atas delapan tipe, yaitu sebagai 
berikut:35 
                                                          
33 Ibid, hlm.20. 
34 Ayu, 2011, Prostitusi, Diakses dari http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/2011/02/25/prostitusi, 
Diakses pada 25 Agustus 2016. 
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a. Professional Prostitute, ialah mereka yang melakukan pelacuran 
sebagai sumber kehidupan dengan tiada memiliki pekerjaan lain 
hubungan seksuil dilakukan sebagai kebiasaan untuk 
menghasilkan uang atau semata-mata untuk memperoleh 
keuntungan belaka; 
b. Occasional Prostitute, mereka yang mempunyai pekerjaan-
pekerjaan tertentu, tetapi sewaktu-waktu menggunakan 
kesempatan untuk pelacuran; 
c. One-man Prostitute, ialah mereka yang menjual dirinya pada suatu 
orang tertentu dan bersikap sebagai piaraan untuk memperoleh 
imbalan keuntungan dan uang; 
d. Promicuos adulteress, ialah mereka yang mempunyai suami tetapi 
melakukan hubungan dengan orang lain; 
e. Adulteress with one man, perzinaan dengan seseorang, walaupun 
ia sendiri mempunyai suami, tetapi mengadakan hubungan rahasia 
dan tidak semata-mata untuk kebutuhan uang dan keuntungan; 
f. Promiscuous unaltached, ialah mereka yang belum kawin atau 
mereka yang telah menjadi janda, atau mereka yang terpisah 
dengan suaminya, atau mereka yang telah cerai, melakukan 
hubungan seksuil dengan beberapa orang tanpa memungut 
keuntungan; 
                                                                                                                                                               
35 G.W. Bawengan, 1977, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, Jakarta: 
Pradnya Paramita, hlm. 54. 
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g. Unconvensional, ialah perempuan yang memasuki sesuatu rumah 
tangga secara tidak resmi dan berlaku sebagai suami istri, atau 
mereka yang melakukan hubungan seksuil sebelum perkawinan 
yang sah; 
h. Doubtful, perempuan yang diragukan apakah melacur atau 
melakukan perzinahan. 
Jika dihubungkan dengan kegiatan para pelacur atau kegiatan mereka 
yang medalangi pelacuran, Reekless mengemukakan pula empat jenis 
tipe pelacur, ialah sebagai berikut:36 
a. Brothel Prostitute, operasi mereka dilakukan di suatu tempat dalam 
rumah, yang diorganisir dan menantikan langganan pria berkunjung 
ke tempat itu; 
b.  Call- Girl Prostitute, tempat operasi mereka ialah di hotel-hotel atau 
apartemen kediaman langganan. Ia dipanggil melalui telepon atau 
melalui perantara-perantara; 
c. Street or Public Prostitute, tipe ini beroperasi di jalan-jalan atau 
tempat-tempat umum dan membawa pelanggannya ke tempat-
tempat tertentu. Biasanya mereka lebih bebas daripada tipe 
pertama karena tidak diorganisir, atau hanya sekedar ditemani oleh 
mereka yang menjadi pengawalnya; 
d. Unorganized Professional Prostitute, tempat operasi mereka ialah 
apartemen atau flat yang didiaminya sendiri. Tipe ini dapat 
                                                          
36 Ibid, hlm. 56. 
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digolongkan sebagai tingkat atas atau biasanya mengadakan 
operasi seorang diri. Penghubung-penghubung yang digunakan 
misalnya sopir-sopir taksi atau orang-orang terpilih yang tahu seluk-
beluk untuk memperoleh langganan.  
5. Cara Melakukan Prostitusi 
Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS {wanita 
tuna susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di 
pinggiran jalan, ada dudi.k di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, 
ada yang menunggu panggiian melalui telepon, dan ada yang menempati 
lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi. Dari berbagai cara 
WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara 
melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang 
dimaksud iaiah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggiian, 
prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung. Pengklasifikasikan cara 
melakukan kegiatan prostitusi dipandang periu untuk memudahkan 
pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spriritual, seperti 
pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan penulis untuk 
mengidentifikansikan jumlah prostitusi. 
a. Prostitusi Jalanan 
Prostitusi yang termasuk dalam kegiatan prostitusi ini sering disebut 
dalam bahasa asing prostitution. Kegiatan prostitusi ini dalam bahasa 
asing streetwalker prostitution. Kegiatan prostitusi ini banyak dijumpai di 
Ibukota Provinsi di Indonesia. Para WTS pada kegiatan ini sering berdiri 
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menunggu laki - laki atau tamu di pinggiran jalan tertentu, terutama pada 
malam hari. Biasanya para WTS semacam ini dengan mudah dapat 
dikenal, hal itu dapat dilihat dari tingkah lakunya yang dapat 
diperlihatkannya. Para WTS ini umumnya berada di tempat remang - 
remang sambil menunggu laki - laki atau pasangan kencannya.  Para 
pelacur jalanan atau WTS biasanya memiliki keberanian dengan tidak 
segan-segan mengusik atau menggoda laki - laki yang lewat di depannya, 
atau member tanda-tanda misainya melambaikan tangannya, 
mengkedipkan salah satu matanya dan gerakkan lain yang dapat menarik 
perhatian laki-laki yang lewat. Pada umumnya, pelayanan yang diberikan 
oleh jenis prostitusi semacam Ini diberikan kepada laki - laki atau 
langganan yang penghasilan rendah, misainya buruh, abang becak, sopir 
dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan 
seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka 
yang berpenghasilan rendah. 
Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini 
umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan 
seksual kepada setiap laki - laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu 
hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko 
terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun  tidak pernah 
sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang 
mungkin mendatangkan penyakit. Para pelacur jalanan tidak terikat pada 
35 
 
seorang germo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya 
untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan 
mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki 
bagi keselamatan mereka dari laki -laki yang berlaku kasar atau tidak 
bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia 
membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan 
periindungan tersebut. 
b. Prostitusi Panggilan 
Prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi 
semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, 
Menajer, mamasan atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di 
bawah pengawasan perantara tadi. Salah satu ciri khas dari prostitusi 
panggiian, biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan 
pada tempat – tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah - ubah. 
Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah 
pihak, adakalanya dilakukan di hotel - hotel, tempat rekreasi atau 
pegunungan. Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan. prostitusi 
panggiian ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup 
tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan 
ribu untuk short time. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual 
tersebut, dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun 
mucikari. 
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c. Prostitusi Rumah Bordil 
Prostitusi rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur 
dapat dijumpai d' tempat - tempat tertentu, berupa rumah – rumah yang 
dinamakan bordil, yang mana umumnya di tiap bordil dimiliki oleh 
namanya mucikari/germo. Sering di sebut bahwa jenis prostitusi yang 
berbentuk rumah bordil, mempunyai fungsi sosial karena memberikan 
lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang 
cuci pakaian, penjual obat, dan usaha - usaha lainnya, yang mendapat 
keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut. 
d. Prostitusi Terselubung 
Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebut, karena 
mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah 
mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung 
antara penjual dan pembeli, tetapi bias juga melalui perantara 
(mucikari/germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bias juga 
melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada 
tangan - tangan kuat yang mengatur kerja mereka. Dalam bukunya 
Prostitusi Terselubung Anita membagi jenis prostitusi berdasarkan 
besarnya proporsi pembayaran, yang dapat dibedakan dalam beberapa 
segmen, yakni segmen pelacur kelas rendah, segmen pelacur kelas 
menengah, segmen pelacur kelas atas dan segmen pelacur kelas tinggi. 
1) Segmen pelacur kelas menengah 
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      Beberapa contoh perusahaan yang melayani para pelanggan 
kelas rendah adalah kompleks prostitusi Premil, Jarak, Bangunrejo, 
Tondes di Surabaya. Dewi sartika di Bandung. Enclm Jengkrik dan Bokir 
di Cianjur Jakarta. Tarif penggunaan short-time di lokasi-lokasi tersebut 
rata - rata Rp. 5.000,00. Fasilitas yang disediakan di kompleks ini sangat 
minim.  Pada industri seks yang terorganisir tarif pelayanan seks 
terendah ditawarkan oleh pelacur jalanan, pelacur yang beroperasi di 
kawasan kumuh, di pasar dan di lokasi lain yang sulit dijangkau bahkan 
kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para 
pelacur tersebut. 
2) Segmen pelacur kelas menengah 
Sektor pelacur kelas menengah mempunyai tarif yang lebih 
tinggi, mereka ini termasuk pelacur yang bertarif Rp. 25.000,00 - Rp. 
75.000,00 per transaksi. 
3) Segmen pelacur kelas atas 
Di Indonesia pelanggan dan keiompok masyarakat dengan 
penghasilan relatif tinggi kebanyakan menggunakan night club sebagai 
ajang pertama untuk mengencani wanita panggiian atau menggunakan 
kontak - kontak khusus yang hanya menerima klien tertentu. Untuk setiap 
transaksl para pelanggan harus membayar harga yang relatif mahal yaitu 
Rp. 100.000,00 - Rp. 300.000,00. Jumlah ini akan berlipat dua kali 
melakukan booking untuk semalaman. Harga serupa juga ditemukan di 
panti - panti pijat yang sangat mahal. Pada sebagian besar usaha 
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penyedia layanan seks, tarif ditentukan menurut usia dan daya tarik 
secara fisik si pekerja seks. Kebanyakan usaha-usaha pelayanan seks ini 
mempunyai seorang yang ditonjolkan biasa disebut "primadona" ia 
mempunyai tarif lebih tinggi dibandingkan dengan para pelacur lainnya. 
 
C. Ketentuan Pidana Praktik Prostitusi 
Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Di 
samping itu, terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang 
tersebar di peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan 
prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 
506. Pasal 296 menentukan bahwa:37 
“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian 
atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”. 
Selain itu, Pasal 506 juga menentukan bahwa barangsiapa menarik 
keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai 
pencarian, diancam dengan kurungan paling la  ma satu tahun.38 
Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi 
adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
                                                          
37 Lihat Pasal 296 KUHP. 
38 Lihat Pasal 506 KUHP. 
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Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak atau perundangan 
lain yang terkait dengan prostitusi.  
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Menurut Bonger, faktor pendorong terjadinya kejahatan yaitu karena 
masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan 
dan masyarakat sendiri menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun 
secara tidak langsung, oleh karena itu mencari sebab-sebab kejahatan 
adalah di masyarakat itu berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh 
keadaan lingkungan. Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena 
pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat.39 
Kriminologi seperti banyak ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir dalam 
abad ke-19 (1830) namun sebelum lahirnya kriminologi sudah banyak 
pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan 
yang merupakan fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke 
zaman, yakni sebagai berikut: 
1. Zaman Kuno 
    Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari Plato dan Aristoteles 
yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebab – sebab terjadinya 
kejahatan ialah semakin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan 
makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan, demikian pula 
                                                          
39 Bonger, 2004, Pengantar Kriminologis, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, hlm. 31. 
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sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia yang menderita 
kemiskinan untukmelakukan kejahatan dan pemberontakan. 
2. Zaman Abad Pertengahan 
Menurut Von Aquino (1226-1274) menyatakan bahwa : “Orang-orang 
kaya yang hidup hanya berfoya-foya bila jatuh miskin mudah untuk 
mencuri”. 
3. Permulaan Zaman Baru 
Banyak dikemukakan pendapat tentang sebab-sebab kejahatan 
karena kemiskinan dan sebab-sebab sosial lainnya, juga masa ini dikenal 
sebagai masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu kejam pada 
masa itu tampil tokoh-tokoh seperti montesqiu, Beccaria, dan lain-lain. 
Sampai pada tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari 
faktor-faktor sosial ekonomi,antropologi, dan psikologi. 
Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis yaitu :40 
1. Teori Asosiasi Deferensi (Differential Association) 
Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi 
Amerika, E. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Priciple of 
Criminology . Sutherland menggunakan istilah Differential Association 
untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi 
sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak 
                                                          
40 A.S..Alam dan Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 45. 
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(hubungan) dengan “Definition favorable to violation of law” atau dengan 
“Definition unfavorable to violation of law”. Rasio dan definisi atau 
pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal 
atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia 
menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima. 
2. Teori Anomie 
Menurut Robert K, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, 
kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. 
Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomi dari 
Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) Cultural as piration 
atau culture goals yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) 
Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu. 
Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata 
lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan 
yang berharga bagi mereka. 
Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari 
masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut a 
structural explanation). Selain ituteori ini berasumsi bahwa orang itu taat 
hukum , tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, 
disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. 
3. Teori Kontrol Sosial (Social Control) 
Teori kontrol atau Control theory merujuk kepada setiap perspektif 
yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, 
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pengertia teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikuensi  dan 
kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat 
sosiologis, antara lain : struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda 
dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini 
diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam 
perkembangan dimaksud adalah : 
a) Adanya reaksi terhadap labeling dan konflik dan kembali kepada 
penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi 
konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai 
kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, 
yaitu: penjahat; 
b) Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru 
telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih 
pragmatis danberorientasi kepada sistem; 
c) Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset 
baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja. 
 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Pengunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur 
masyarakat (lewat perundang-undangan) pada  hakikatnya merupakan 
bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Mengingat berbagai 
keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan 
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diatas, maka dilihat dari sudut kebijakan, pengunaan atau intervensi 
“penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, 
selektif dan limitatif. Dengan kata lain, saran penal tidak selalu harus 
dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif. 
 Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area 
pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas. Pencegahan 
kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. 
Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB 
mengenai “the prevention of crime and the treatment of offenders”, yaitu: 
pertama, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah 
diperlakukan atau dilihat sebagai sesuatu masalah yang terisolir dan 
ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tapi 
seyogyanya dilihat sebagaim masalah yang lebih kompleks dan ditangani 
dengan kebijakan atau tindakan yang luas dan menyeluruh; kedua, 
pencegahan kejahatan harus didasarkan kepada penghapusan sebab-
sebab atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. 
Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang 
demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya 
pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy) ; ketiga, 
penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan 
sosial, deskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-
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nilai sosiokultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya 
dengan tata ekonomi dunia internasional baru. 
Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB di atas,  terlihat 
bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan 
menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi 
penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan 
masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-
kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. 
Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa janganlah pidana 
dikenakan/digunakan apabila groundless, needless, unprofitable, or 
inefficasious.41 Demikian pula Herbert L Packer pernah mengingatkan 
bahwa:42 
“penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang 
bulu/menyamaratakan (indiscriminately) dan dignakan secara 
paksa (coercively) akan menebabkan saran pidana itu menjadi 
suatu pengancam yang utama”. 
 
  Telah diungkapkan di atas, bahwa keterbatasan hukum pidana 
dalam menanggulangi kejahatan antara lain karena penanggulangan atau 
“penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan 
penyembuhan/pengobatan simptomatis, bukan pengobatan kausatif, dan 
pemidanaannya hanya bersifat indivudial/personal, tidak bersifat 
fungsional/struktural. 
                                                          
41 Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 48. 
42 Ibid. 
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Dalam hal praktik Prostitusi, Menurut Sudarsono tindakan atau upaya 
yang dapat digunakan untuk menanggulangi praktik prostitusi yaitu secara 
Preventif dan Represif. Secara Represif, antara lain: 
1) Merealisasikan ketentuan hukum pidana terhadap 
pelanggannya; 
2) Tindakan pengawasan, pengaturan dan pencegahan 
penyakit yang ditimbulkan karena praktik prostitusi; 
3) Menekan, menghapus, dan menindas serta usaha 
penyembuhan terhadap para pelaku praktik prostitusi untuk 
di bawa ke jalan yang benar. 
Secara Preventif, antara lain: 
1) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai 
perkawinan dalam kehidupan keluarga; 
2) Penyuluhan bahaya penyakit yang diakibatkan oleh praktik 
prostitusi; 
3) Adanya ketegasan dan penyempurnaan atas undang-
undang ataupun peraturan yang mengatur dan melarang 
masalah penyelenggaraan praktik prostitusi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga  memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.  
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka 
penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilakukan di Polres Kab. Maros 
dan lokasi-lokasi prostitusi di Kabupaten Maros.  
B. Jenis dan Sumber data   
Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh 
baik melalui penelitian lapangan, yang di golongkan ke dalam 2 (dua) 
jenis data ,yaitu:   
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui wawancara di lokasi penelitian.  
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-
buku, tulisan-tulisan, laporan hasil penelitian, peraturan 
perundangundangan yang berlaku serta literatur-literatur yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.  
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, sedangkan data sekunder 
diperoleh melalui data tertulis .  
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah 
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang 
didapatkan dari penulisan melalui berbagai media yang ada 
hubungannya dengan penulisan skripsi ini .   
D. Analisis Data   
Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder  
dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  
1. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang 
menggambarkan sebenarnya di lapangan. 
2. Kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan 
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut 
kualitas dan sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori 
yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menghasilkan data 
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deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata, yang 
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga peneliti 
dapat menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran atas 
permasalahan yang akan diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi di Kabupaten 
Maros 
Berbicara mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya praktik 
prostitusi adalah sangat kompleks sifatnya, masalahnya terletak pada 
luasnya gerak dan ruang lingkup kehidupan manusia yang saling 
berhubungan dan mempengaruhi satu dan lainnya, sehingga faktor-faktor 
yang menyebabkan tindakan praktik prostitusi yang sama seperti keadaan 
lingkungan, keadaan geografis dan sebagainya.  
Hal ini juga terjadi pada kasus praktik prostitusi, dimana pada 
dasarnya kecenderungan pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan 
tersebut dipengaruhi dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang berbeda. 
Keadaan ini disebabkan karena sifat dan kepentingan yang pada saat itu 
tidak sama antara pelaku satu dengan pelaku yang lainnya.  
Selanjutnya penulis akan membahas faktor-faktor penyebab 
terjadinya prakltik prostitusi di Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut :  
1. Faktor Ekonomi  
Sebagai gambaran pengaruh faktor ekonomi terhadap timbulnya 
praktik prostitusi, misalnya pada perkembangan perekonomian di abad 
modern ini, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas yang 
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menghidupkan daya minat dengan memasang iklan-iklan dan 
sebagainya, ditambah pergeseran nilai dengan adanya jiwa-jiwa 
materialisme. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan 
untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya, sehingga 
dengan demikian seorang mempunyai kecenderungan untuk 
mempersiapkan diri dalam berbagai cara, misalnya dengan melakukan 
prostitusi.  
Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Penulis di Desa Padassetang, 
dimana pada saat itu Penulis mewawancarai seorang mantan mucikari 
yang berkedok usaha sewa elektone, dimana pelaku mengaku bahwa 
dengan mempekerjakan para biduannya untuk melayani para lelaki 
hidung belang akan menambah pemasukan usahanya. Responden ini 
mengatakan bahwa jika hanya mengandalkan uang dari sewa elektone 
itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya 
karena uang sewa elektone itu lebih sering digunakan untuk biaya 
perawatan alat-alat musiknya, belum lagi untuk membayar honor 
biduan dan karyawannya. Sehingga dengan mempekerjakan 
biduannya sebagai wanita panggilan maka akan menambah pundi-
pundi pemasukannya  Sehingga sangatlah jelas bahwa salah satu 
alasan pelaku melakukan praktik prostitusi adalah faktor ekonomi. 
Meskipun responden ini mengaku bahwa tidak semua biduannya mau 
dipekerjakan seperti itu. 
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Di tempat lain Penulis juga mengunjungi salah satu tempat 
prostitusi di Kabupaten Maros di Kecamatan Tanralili dimana 
mucikarinya bernama H. Sakka yang sebenarnya telah di sidak oleh 
Bupati Maros bersama pihak kepolisian di tahun 2014 namun tetap 
saja beroperasi sampai sekarang. Pada kesempatan tersebut H. Sakka 
mengaku melakukan praktik ini karena dulunya dia hanyalah seorang 
pedagang kecil-kecilan yang harus menafkahi keluarganya dan 
dengan terjun di dunia prostitusi pundi-pundi pemasukannya semakin 
meningkat. H. Sakka mengaku bahwa pekerjanya sebagian besar 
berasal dari luar kota Maros. 
2. Faktor Lingkungan 
Kehidupan sehari-hari seseorang tidak lepas dari lingkungan yang 
ada disekitarnya. Kepribadian seseorang senantiasa dipengaruhi oleh 
lingkungan keluarga tempat ia dibesarkan. 
Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak-
anak sebelum dewasa maupun sesudahnya penting sekali untuk 
perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu tidak seorang pun pada 
saat dilahirkan telah mantap tabiatnya sebagai seorang yang patuh 
terhadap norma-norma hukum, tetapi keluargalah yang menjadi 
sumber pertama yang mempegaruhi perkembangan anak. 
Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh 
lingkungan keluarga, juga dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan 
sehari-hari seperti tempat dimana seseorang tinggal dan berinteraksi 
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dengan orang lain. Lingkungan pergaulan memegang peranan penting 
dalam pembentukan etika serta tingkah laku seseorang dalam 
masyarakat. Ini disebabkan karena memang pada dasarnya suatu 
lingkungan pergaulan tertentu akan membentuk dan menghasilkan 
norma-norma tertentu. Namun demikian lingkungan pergaulan tersebut 
tidak selalu baik dan menguntuntungkan bagi pendidikan dan 
perkembangan diri seseorang. Lingkungan ada kalanya dihuni oleh 
orang-orang dewasa serta anak-anak muda dan anti sosial yang bisa 
memberi pengaruh buruk bagi orang-orang disekitarnya tertuma bagi 
mereka yang masih labil jiwanya. 
 Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab 
terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Maros. Hal ini berdasarkan 
hasil penelitian Penulis dengan mewawancarai salah seorang PSK 
yang mengatakan bahwa latar belakang dia melakukan praktik haram 
ini bermula sejak dia masih SMA hingga saat ini dia telah berusia 25 
tahun, dimana pada saat SMA dia sering bergaul dengan temannya 
yang juga merupakan PSK dan pada saat SMA dia sering diajak bolos 
oleh temannya ke tempat yang katanya tempat prostitusi pada saat itu. 
Responden yang Penulis wawancarai ini merupakan PSK yang berasal 
dari Surabaya dan mengaku pindah ke Makassar setelah salah satu 
tempat prostitusi di Surabaya dilokalisasi oleh pemerintah setempat. 
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3. Faktor Sakit Hati 
Penulis memasukkan faktor sakit hati sebagai salah satu faktor 
penyebab terjadinya praktik prostitusi karena pada saat Penulis 
melakukan penelitian dan mewawancarai H. Sakka yang sebelumnya 
Penulis telah jelaskan identitasnya, dimana pada saat itu H. Sakka 
menjelaskan bahwa tidak jarang pekerjanya terjun kedunia seperti itu 
karena faktor sakit hati, bercerai dengan suami, istri yang memergoki 
suaminya selingkuh dengan wanita lain bahkan anak remaja yang 
telah bersetubuh dengan kekasihnya dan kemudian ditinggal pergi.  
Hal ini sering terjadi kepada pasangan muda yang telah 
melakukan hubungan seksual diluar pernikahan lalu ditinggalkan 
begitu saja dan akhirnya dia memilih jalan untuk menjadi seorang 
pelaku prostitusi. Pada tanggal 20 Januari 2017 Penulis juga 
mewawancarai salah seorang responden yang tidak ingin 
disebutkan identitasnya tapi responden yang satu ini merupakan 
siswi aktif di salah satu SMA di Kabupaten Maros. Dimana pada 
saat diwawancarai responden menjelaskan bahwa dirinya mulai 
menjadi wanita panggilan sejak ia kelas 1 SMA, dimana pada saat 
itu dia merasa sakit hati karena kekasih yang sangat dia cintai telah 
meninggalkannya padahal lelaki tersebut adalah orang pertama 
yang bersetubuh dengannya dengan merenggut keperawanannya. 
Penulis juga mewawancarai pekerja H. Sakka yang tidak ingin 
disebutkan identitasnya yang pada saat itu responden ini 
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menjelaskan kepada Penulis bahwa latar belakang awal dirinya 
terjun ke dunia prostitusi adalah ketika dirinya sangat sakit hati 
mendapatkan suaminya selingkuh dengan wanita lain. Meskipun 
responden tidak menjelaskan lebih lanjut soal perselingkuhan 
suaminya namun responden mengaku bahwa itulah alasan 
utamanya 
B. Upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi di Kabupaten Maros 
Berdasarkan  hasil wawancara Penulis dengan salah satu anggota 
kepolisian resort Maros Bapak Jufri Natsir, S.Sos pada tanggal 15 
Januari 2016 yang menjelaskan bahwa upaya penanggulangan praktik 
prostitusi di Kabupaten Maros terbagi atas dua bagian penting yaitu 
upaya preventif dan upaya represif 
Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu per satu upaya-upaya 
tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut : 
1. Upaya Preventif 
Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan yang 
ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan 
praktik prostitusi pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan 
karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah 
daripada mengobati. 
Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian di Kabupaten Maros adalah sebagai berikut : 
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a. Mengadakan penyuluhan bahaya penyakit yang diakibatkan 
oleh para pelaku prostitusi bekerja sama dengan Dinas 
Sosial maupun mahasiswa 
b. Memberikan kegiatan-kegiatan positif agar mendapatkan 
kesibukan sehingga mereka bisa terhindar dari lingkungan 
prostitusi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Maros, setiap minggu pagi diadakan senam 
bersama di PTB (Pantai Tak Berombak) dimana tempat ini 
telah diduga menjadi salah satu tempat transaksi para PSK 
dan transaksi obat-obat terlarang di Kabupaten Maros. 
c. Melakukan patroli keliling pada daerah-daerah yang pernah 
dijadikan lokasi prostitusi maupun daerah-daerah yang 
diduga menjadi tempat prostitusi 
d. Penempatan anggota kepolisian yang berseragam di tempat-
tempat yang memang telah dicurigai sebagai tempat 
berkumpulnya para pelaku prostitusi. Dimana di Kabupaten 
Maros, selain penempatan anggota kepolisian berseragam 
juga telah dilakukan penugasan dan penempatan anggota 
Satuan Polisi Pamong Praja disetiap kecamatan yang ada di 
Kabupaten Maros sebagai upaya penggulangan tindak 
pidana di Kabupaten Maros. 
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2. Upaya Represif 
Upaya ini merupakan cara penanggulangan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya 
praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang dilakukan pihak 
kepolisian resort Kabupaten Maros adalah sebagai berikut : 
a. Melakukan tindakan pengawasan, pengaturan dan 
pencegahan penyakit yang ditimbulkan karena praktik 
prostitusi. 
b. Memberikan saran untuk penyembuhan terhadap para 
pelaku prostitusi untuk dibawa ke jalan yang benar. 
c. Pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan kemudian 
penyidikan terhadap laporan yang masuk mengenai praktik 
prostitusi 
d. Pihak kepolisian melakukan sidak di lokasi prostitusi. Hal ini 
pernah dilakukan pihak kepolisian yang langsung 
mendampingi Bupati Maros melakukan sidak di lokasi 
prostitusi di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Penulis yang telah 
mewawancarai salah seorang mantan Pengusaha Elektone di 
Kabupaten Maros yang tidak ingin disebutkan namanya yang 
berlokasi di Desa Padassetang, Kecamatan Maros Baru, 
Kabupaten Maros yang menjelaskan bahwa dia telah menekuni 
usaha sewa elektone sejak tahun 2008 namun harus ditutup dan 
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dicabut izinnya oleh Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 
2014 karena telah melakukan praktik prostitusi dengan 
mempekerjakan para biduannya. Dimana pada saat wawancara 
pelaku juga menjelaskan bahwa biduan yang dipekerjakannya tidak 
hanya berasal dari dalam kota namun juga beberapa biduannya 
berasal dari luar kota. 
Sehingga menurut Penulis, penutupan dan pencabutan izin para 
pengusaha sewa elektone yang disinyalir telah melakukan praktik 
prostitusi juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 
menanggulangi praktik prostitusi di Kabupaten Maros. 
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BAB V 
PENUTUP 
  
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di 
Kabupaten Maros adalah sebagai berikut : 
a. Faktor ekonomi, faktor ekonomilah yang tekadang menjadikan 
manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan 
ekonominyya. Sehingga tidak sedikit orang yang terjun ke dunia 
prostitusi karena menganggap cara ini ampuh untuk memenuhi 
kebutuhannya yang semakin tinggi di zaman modern ini. 
b. Faktor lingkungan, lingkungan juga menjadi salah satu hal yang 
sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Lingkungan yang 
baik akan membawa dampak yang baik, begitupun sebagliknya, 
kehidupan yang buruk akan membawa dampak buruk terhadap 
kehidupan seseorang. Pergaulan seseorang yang sering 
diberhadapkan dengan kehidupan prostitusi dilingkungan 
sekitarnya menjadikannya ikut-ikutan untuk menjadi pelaku 
prostitusi. 
c. Faktor sakit hati, sakit hati yang dirasakan seseorang dalam 
hubungannya baik dalam rumah tangga maupun hubungan 
kekasih yang menimbulakn sakit hati terkadang membawa 
seseorang untuk melampiaskan ke dunia prostitusi 
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2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun 
pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka penanggulangan 
praktik prostitusi adalah sebagai berikut : 
a. Upaya preventif, upaya ini merupakan suatu upaya 
penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan 
menangkal timbulnya tindakan praktik prostitusi dan usaha ini 
selalu diutamakan. 
b. Upaya represif, upaya ini merupakan penanggulangan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya 
praktik prostitusi. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang ingin Penulis kemukakan dalam 
mengambil langkah untuk menekan dan mengurangi lajunya 
perkembangan praktik prostitusi, adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengurangi atau menekan munculnya praktik prostitusi, 
dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang harus 
mengatur secara jelas dan tegas tentang praktik prostitusi 
2. Aparat penegak hukum harus lebih berani dan tegas dalam 
menanggulangi praktik prostitusi sehingga tidak ada oknum-
oknum yang berani terlibat praktik-praktik prostitusi 
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3. Sebaiknya pihak pemerintah mengambil inisiatif untuk membuka 
lapangan pekerjaan positif kepada para pelaku prostitusi yang 
telah diperoses hukum agar tidak mengulangi perbuatannya. 
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